PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingni

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuen dalam Pasal 1] Peraturan Daerah Nomor 3 Tabun 2022

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu
ditetapkan Peraturan Waliketa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Helanjn Dacrah Tahun Anggaran 2022;

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyvelenggaraan Negara vang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusl dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Memor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagnimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidena Korupsi (Lembaran Negara Hepublik Indonesis
Tahun 201% Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6400);
Undang-Undang Nomeor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan
Kota Palopo di Provinsl Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Momor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 4186

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4286} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indoneala Momor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharnan Negara [Lembaran Megara
Republik Indonesia Tabun 20+ Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4355) schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Persluran Perpajalan (Lembaran Negare
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tembahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomeor 25 Tehun 204 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Moasional [Lembaran Negara Republik [ndenesta Tahan 2004 MNeomor 104, Tambaban
Lembaran Megara Eepublik Indonesia Nomor 44321);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2011 Nomor B2, Tambahan
Lembaran Megara Eepublik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedus atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan [Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2022 Momor 143, Tambahan
Lembaran Megara Fepublik Indonesia Nemor 6801);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negars
Repubik Indonesia Tabhun 2014 Momor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 55387) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor | Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah [Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintab
Pusat dan Pemerintahan Dacral (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Hepublik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Momer 108 Tahun 2000 fenteng Kedudukan Kevangan Kepala
Diperah dan Weakil Kepala Daerah [Lembaran Negars Bepublik Indonesia Tahun 2000 Nomaer
210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah MNomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Megars Fepublik Indonesia Momor 4502} schagaimana telah diubab dengan
Peraturan Pemerintah  Nomor ¥4 Tahun 2012 fentang Perubaban atas Pernturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Bedan Layanan Umum
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 20012 Moemor 171, Tambabhan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomar 5340}

Peraturan Pemerintalh Nomer 55 Tabun 2005 Tentang Dana Penmbangan [Lembarn
Megam Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 457 3);

Peraturan Pemeriniah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggarasn Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah, Laporan Kelermngan Perlanggungjawaban Kepala Dasrah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informazi Laporan Penvelenggaraan
Pemeriniah Daerah Kepada Masvarakat [Lembaran Negara Bepublik Indonesia Tahun 2007
Momaor 19, Tambahan Lembaran Megarm Republik Indoneaia Nomor 46593

Permturan Pemenntah Nomer 19 Tahun 2010 tentang Tata Cera Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Serta Redudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
provinal Sulawesi-Selatan;

Peraluran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntanei Pemerintahan
[Lembaran Negara Eepublik Indonesia Tabun 2000 Nomor 123, Tambaban Lemibaran
Megar Republik Indonesia Momor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahwun 20017 entang Pembinaan dan  Pengawsasan
Penvelenggarann Pemerintah Dacrah (Lembaran Negarm Republik Indonesia Tahun 2017
MNomer 73, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Momor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keusngan dan Administrasi
Pimpinan dan Angpota Devwan Perwakdlan Rakyat Deerah (Lembaran Megara Republik
[ndonesia Tahun 2017 Momer 106, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Momor 6057);

Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolazn Keuangan Deerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 42, Tambaban Lembaran Negara Eepublik
Indonesia Nomor 6:3:3.2];

Peraturan Menterd Dalam Megernd Nomor 52 Tabun 2012 Tenlang Pedoman Pengelolaan
invesias: Pemernmntah Dasrah (Benta Negara Eepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754,
Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Paerah (Berite Megara Republik [ndenesia Tahun 2015 Nomor 20036} scbagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Megeri Momor 120 Tabun 20018 tentang
Perubahan atas Peraluran Menteri Dalam Negerd Nomor 80 Tabun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerab [Berita Negara Republik Indonesia Tehun 2018
Momor 157|;

Peraturan Menteri dalam Megern Momor 62 tahun 2017  tentang Pengelompolan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungiowaban  Dana
Opersional [bevita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menien Dalam Negeri Nomaor 90 tahun 20129 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Megara Repubilik
Indonesta Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tabun 2020 tentang Pedoman Penyvusunady
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 [Berita Negara Republik
Irvilomiessizn Tahin 2020 Nomor SRS}

Peraluran Menteri Dalam Megedi Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Benta Negara Republik Indonesia Tabuan 2020 Momor 1781);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 ientang Tata Cara Evaluasi
Hancangan Peraturan Daecrah tentang Angearan Pendapatan dan Belanja Daerals,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Dacrah tentang Penjabaran Perubaban
Angparan Pendapatan dan Belanja Daerabh (Berita Negara Bepublik Indonesia Tehun 2021
Nomor 431];

5. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokol - Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2207 fX Tahun 2020 tentang Evaluasi Bancangan
Feraturan Daerah Provins Sulawes: Selatan;

MEMUTUSEAN :

PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BEELANJA DAERAH TAHUN ARGGARAN 2022

Pasal 1

Dralam Peraturan Walikota ind yang dimaksud dengan;
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Dacrah adalaly Kota Palopa.

Pemerniahan Daermh adelah peoyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan dewan perwakilan rakyal daersh (DPRED) menuarut asas otonomd dan tugas
pembaniuan dengan prinsip oflonomi seluas-luasnya dalam sistem dan pringip Negars
Resatuan Republik [ndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
REepublik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerab adalah kepala daecrah sebaged unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yong memimpin pelaksanaan urusan pemerintehan vang menjadi kewenangan
daerah otonem,

Daecrah otonom, sclanjutnya discbut daerah, adalah kesatuan masvarakat hubum vang
mempunyal batas-batas wilayah yang béraenang mengaiur dan mMENEUTUS  LUTWSAD
pemernmiaban  dan  kepentingan masyarakat  setempat  menurut prakarsa  sendird
berdasarkan aspiresi masvarakat dalam sistem MNegara Keaatuan Republik Indosesia.
Walikota adalah Walikota Palopo.

Sekretars Daerah adalah Sekretaris Dacrah Kota Palopa,

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dacrah dalam rangka pengelenggaraan
pemerintahan dacrah vang dapat dintdai dengan uang termasek didalamoya scgala bentul
kelkavaan yang berhubungan dengan bak dan kewajiban dacrah tersebut,

Peraturan Daermb adalah Peraturan vang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersamsa
Kepala Dacrah,

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keselurchan kegatan yang melipubl perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawazan keuangan
daerah.

Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah, selanjutnye disingkat AFBD adelah reneans
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disctujul bersama  oleh
pemerintah dacrah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

Penerimaan Daerah adalah vang yvang maesub ke kas dacrah.

Pengeluaran Daerah adalah uang vang keluar dard kas daerah,

Pendapatan Daerah adalah hak pemeriniah daerah yang dinkul sebagal pénambah nilag
kekayaan bersth.

Belanjn Dacrah adalah kewajiban pemerintah dacrah yvang diakui scbagai pengurang nilai
kekayaan berail.

Surplus Anggaraty Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan dasmab dan belanin
daerak.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kumng antara pendapatan daerah dan belanja
daerah.

Pembiayaan Dacrah adalabh semua penerimaan vang perlu dibavar kembali dan fateg
]:IErI.EI:lLIEErE.I!‘I. Vang akan diterima ktmha.]:i, baaike p&da tahun AMEEATAN VAR 1;|t_‘.r:|;|.r,|gh|.;1|;:n
maupun pada tahun-tahun anggaran berikuinya.

Siszs Lebih Perhitungan Anpgamn yvang selamjuinya disingkat SILPA adalah selisih lebih
realizasi penerimaan dan pengeluaran anggaran sclama satu perisde angEaran.

Finjaman Daerah adalah semua transakal vang mengakibatkan dacrah menerima scjumlah
vang atau menerima manf@at yvang bemila uang dan pihak lain sehinges dasrah dibebani
kewajiban untul membayvar kembak,
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Piutang Daerah adalah jumlah wvang yang wajib dibayar kepada pemerintah dacrah
dan/atau hak pemerintah deerah vang dapat dinilai dengan wang sebagai alzibat pecfanjian
atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangsan atau akibat ainnya yang
aah.

Utang Dacrah adalah jumlah uvang vang wajib dibayar pemerintah dacrah dan/atau
kewajiban pemeriniah doerah vang dapat dinflai dengan weang berdasarkan peraturan
perundang-undangan, perjanjian, atau berdazarkan sebab lainnya yang sah.

. Dana Cadangan adalah dana vang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang

memeriukan dana relatif besar vang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran,
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dan penerimaan APBN vang dinlokasikan
kepada Deerah uniuk membiayai  kebutluhan Daerah dalam cangka pelaksanaan
Dessniralisasi.

Dana Alokasi Umum adalah danad yang berasal dari APEN, vang dislokasikan dengan
fujuan pemeritaan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayal kebutuban
pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentolisasi.

Dana Alokasi Khusus adalah dana vang berasal dari APBN, vang dialokasikan kepada
Daecrah untuk membantu membilayal kebutuban tertentu.

Inwestasi adalah penggunaan asct untuk memperoleh manfaal ekonomis sepertt bunga,
dividen, rovalti, manfaat sosial donfatau manfaast lainnya schingea dapat meningkatkan
kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan
dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yvang cukup guna
mendanal pelaksanaan Kegiatan dakam setiap periode,

Pajak Dwerah, yang selanjuinya disebut Pajak, adalah kontribusi wagib pajak kepada
Daersh yang lerutang oleh omng pribadi ataw badan vang bersifat memaksa berdasarkan
Untang-undang, dengan tidalkt mendapathan imbalan secara langsung dan dipunakon
unfuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyal,

Betribusi Dacrah, vang sclanjutnya discbut Retribusl, adalah pungutan Daerah selsagal
pembayaran atas jass atau pemberan izin tertentu yang khusus disediakan danfatan
diberikan oleh Pemerintah Dacrah kepentingan orang atau Badan.

Pasal 2

Anggaran  Pendlapatan dan  Belanja Daeralh Tahun Anggaran 2022 semula  sebesar
Rp992.932.665.523,- bertambak  sebesar  BpEd4.494.381.136,- schingen  menjadi
Rpl.0T7.426.946.659 - denpan rincian sebagai berikut:

£,

Pendapatan [aerah
i Semula Rp. 968.653.794.216
b. Bertambah / (Berkurang) Rp. 66.709.809.708
Jumlah pendapatan dacrah setelah perubaban Ep. 1.035.363.603.924
Helanga Dacrah
g, Semula Rp. 992.932.565.523
bh. Bertamhbah / (Berkurang) Rp. 4. 404 381136
Jumiah belanja daerah setelah perubahan Rp. LO77.426.946. 659

Pombiaysan Daerah
A, Penerimean Pembiayann

1] Bemuln Ep. 37.23).140.307

2] Bertambah / [Berkurang) Rp. T. T84 571425
Jumlah penerimasn pembiayvasn setelah perubahan Rp. 45.004.T17.735

b. Pengeluaran Pemmbiayaan

1| Semula Hp. 12.941.375.000

2) Bertambah f |{Berkurang) R {10 OO 000, OO
Juimlah pengeluaran pembiayaan selelah perubahan Ep. 2.94 1 3T5.000
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Bp. 42.063.342.735

Hisn lebih pembiayaan angegaran setelah perubahan Rp. -



Pasal 3

Uraian lebih lamjut Perubshan Anggamn Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang meropakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walileota ini tecdict ari ¢

1. Lampiran I ! Ringkasan Penjabaran Perubahan APRD yang Diklasifikasi menurdl
Relompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan
Pembinyaamn;

Penjabaran Perubahan APBD Menurmat Urusan Pemermtahan Deerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Eclompol, Jenis, Ohjek,
Rincian Objek, Pendapatan, Belanga, dan Pembiayaan;

J.  Lampiran [N ! Daftar Mama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah|

4, Lampiran [V Daftar Nama Penerima, Alamal Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial

2. Lampiran Il

3. Lampiran WV ! Rincian Dana Otonomi Ehusus Menurut Urusan Pemerintabhan Dacral,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub egiatan, Kelompok, Jenis, Objek.
Eincian Ohjek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

G. LampiranVl ! Hipcian DBH-SDA Pertambangan Minvak Bumi dan Pertambangan (as
Alam,/Tambahan DHH-Minyak dean Ges Bumi Menurmit Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, kegiatan, Sub Kegiztan,
Relompok, Jenis, Ohjek, Rincian  Objek, Pendapatan, Belanja dan
Pembiavaan;

7. Lampiran YlI : Rimcian Dana Tambahan nimstubkiur Menumt UDosan Pemerintahan
Daecrah, Organizsasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis,
Dbjek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

B. Lampiran VIIl : Sinkronisasi  Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota  pada
Dacrah Perbatasan Dalam BEancengan Peraturan Daeerah tentang APBED
danBancangan Peraturan Kepala Daerah  lentang Penjabaran  APBD
dengan Program Prioritas Perbatasan Megara.

Pasal 4
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yvang tidak terpisahlan dari
Peraturan Wallkota ni.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubnhan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan
lebih lanjut dalam dokoamen pelaksansan anggaran ssatuan kerja perangkat dacrah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.,

Pasal &
Peraluran Walkota tni mulan berlaka pada tanggal dinndangkan.

Agar setiap orang mengeishuinya, memerintahlan penpundangan Peraturan Walikets  ini
denpan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Dvtetapkan di Palopao
pada tanggal 30 Oktober 2022

WALIKOTA PALOPO,

M. JUDAE AMIR

undangkan di Palopo
pada tanggal 20 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

FIRMANZA DP

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2022 NOMOR 39
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